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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Manusia makhluk sosial yang dasarnya adalah makhluk yang membutuhkan satu 

dengan yang lain, yang dimana juga mempunyai kebutuhan yang bermacam ragam oleh 

karena itu kebutuhan hidup yang bermacam akan dapat dipenuhi jika manusia menjalin 

hubungan satu sama lain dalam kehidupan sosial, secara alamiah mereka akan merasa 

puas. Hubungan ini menimbulkan hak dan kewajiban bersama yang harus dipenuhi oleh 

kedua belah pihak.1  

Indonesia dengan sistem pemerintahan demokrasi, memberikan hak pada warga 

negaranya untuk turut dalam melakukan pembangunan negara, dengan demikian 

diakuinya pula hak seorang warga negara untuk memiliki hak atas kekayaan negara itu 

sendiri, salah satu kekayaan negara yang bisa dikelola oleh warga negaranya adalah objek 

benda tidak bergerak ( tanah dan bangunan). 

Bukan tanpa celah, dengan sistem demokrasi, dimana perseorangan atau badan hukum 

dapat memiliki secara sah hak atas kebendaan , maka pasti akan muncul permasalahan 

dimana tiap tiap individu ingin menguasai harta kekayaan tersebut dengan sebanyak 

banyaknya, bahkan bilamana perlu dengan cara mendominasi individu yang lain, 

sebagaimana thomas Hobbes berkata “homo homini lupus” yang berarti manusia adalah 

serigala bagi manusia lainnya, tentu tidak terkecuali pula pada hak kepemilikan atas tanah. 

Potensi Konflik yang besar dari hak atas kepemilikan tanah yang terjadi di warga negara 

Indonesia, selaras dengan sistem negara Indonesia itu sendiri yang meletakkan hukum 

sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan 

asas hukum dasar yang adil dan baik. 

Karena tanah merupakan tempat di mana manusia hidup dan melanjutkan 

kehidupannya, keberadaan tanah dalam kehidupan manusia tidak terpengaruh oleh semua 

tindakan manusia. Akibatnya, setiap anggota masyarakat memerlukan tanah, yang 

 
1 Muhammad Abdulkadir, Hukum Acara Perdata Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010). 
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menyebabkan keraguan sering terjadi antar sesamanya, terutama mengenai masalah 

pertanahan..2 

Tanah adalah harta yang sangat berharga karena nilai jualnya selalu meningkat setiap 

tahunnya.  Konflik adalah mungkin karena tanah memainkan peran penting dalam setiap 

kehidupan dan usaha manusia. Kekuasaan atau kepemilikan sebidang tanah dapat 

dilakukan dengan berbagai cara yang umumnya diketahui, diantaranya : 

1. Melalui sewa-menyewa 

2. Dapat melalui jual-beli 

3. Melalui hibah 

4. Melalui Pewarisan 

5. Daluwarsa 

Sebenarnya, inti dari hampir semua kasus pertanahan adalah penguasaan tanpa hak 

atas tanah orang lain, yang menyebabkan sengketa tanah di masyarakat.3 

Untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan tanah antara bagian negara yang 

berbeda, hukum harus menjamin hak-hak atas tanah. Peraturan hak atas tanah: Kita harus 

memprioritaskan komunitas kecil agar ada keadilan dan kepastian hukum tentang 

kepemilikan tanah. 

Tujuan pengaturan hak atas tanah adalah untuk meningkatkan keadilan, stabilitas, 

dan kemudahan hak atas tanah. Untuk mencapai keadilan sosial dan ekologis, semua hak 

atas tanah harus diterapkan. Oleh karena itu, pengaturan hak atas tanah harus mencakup 

semua materi yang dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang tentang hak atas 

tanah, termasuk pokok-pokok pengaturan, asas-asas, tujuan, klasifikasi tanah dan jenis 

hak, serta bagaimana hak dan tanggung jawab pemegang hak atas tanah terjadi, jangka 

waktu, pendaftaran, peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas tanah.4 

Sebagaimana diketahui bahwa, sebagai dasar untuk mengatur hak tanah, Undang-

Undang Pokok Agraria hanya mengatur hal-hal yang tergolong pokok, sehingga 

seharusnya ada beberapa ketentuan lain yang mengatur hal-hal yang terkategorikan 

 
2 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, 4th edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). 
3 Uway zefanya Inkha vanesa, ‘Kajian Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Diduduki Secara Melawan Hukum’, 

Jurnal Lex, 5.1 (2017), 132. 
4 Bernhard Limbong, Hukum Agraria Nasional (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012). 
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mengenai tanah, seperti peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan 

peraturan menteri.5 

Untuk melindungi hak atas tanah hal ini perlu ditinjau kembali. Sementara itu, 

rancangan undang-undang tentang hak atas tanah dapat menjadi lex specialis baik terhadap 

Pasal 1963 KUH Perdata maupun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Agar dapat 

mengontrol akses masyarakat terhadap tanah secara efektif, maka harus mampu menguasai 

status tanah, menyederhanakan hak atas tanah, mengakui hak adat, menjaga tanah 

produktif, menetapkan kepemilikan tanah, dan mencegah berakhirnya kepemilikan tanah 

melalui jual beli tanah. tanpa sertifikat yang diperlukan. Apabila kadaluarsa diartikan 

sebagai suatu cara untuk memperoleh sesuatu menurut ketentuan Pasal 1963 KUH Perdata, 

maka dengan kadaluarsa itu maka hak milik atas suatu benda tidak bergerak, bunga, atau 

piutang lain yang tidak dikenakan pembayaran atas nama diperoleh seseorang. bertindak 

dengan itikad baik dan berdasarkan hak yang sah. Masa jabatan ini adalah dua puluh tahun. 

Hak milik atas suatu benda tidak bergerak, bunga, atau piutang lain yang tidak memerlukan 

pembayaran atas nama pemiliknya, diperoleh oleh orang yang dengan itikad baik 

menguasainya selama tiga puluh tahun. Hak milik ini diperoleh setelah habis masa 

berlakunya dengan jangka waktu dua puluh tahun, dan pemiliknya tidak perlu 

membuktikan dasar haknya. Pemiliknya adalah siapa pun, dengan itikad baik, mempunyai 

kendali atas tanah itu selama tiga puluh tahun dan tidak dapat diminta untuk membuktikan 

sebaliknya”.6 

Sarana atau pembenaran yang sah untuk memperoleh sesuatu adalah habisnya masa 

berlakunya. Setelah jangka waktu yang telah ditentukan dan selesainya persyaratan yang 

diamanatkan secara hukum, kewajiban tersebut dilepaskan. Hak atas tanah tanpa sertipikat 

telah habis masa berlakunya, menurut Pasal 1963 KUHPerdata yang menyatakan bahwa 

tanah yang ditempati oleh seseorang tanpa sertipikat sebagai bukti yang kuat, dapat 

memperoleh hak milik atas tanah itu karena habisnya atau lewat waktu. dimana tanah 

tersebut telah ditanami, dipelihara, dan digunakan dengan baik selama jangka waktu dua 

puluh sampai tiga puluh tahun. Dalalm penelitialn ini peneliti membalhals perkalral perbualtaln 

melalwaln hukum dengaln Putusaln nomor: 151/Pdt.G/2023/ Pn.Mlg. 

 
5 Bernhard Limbong, Hukum Agraria Nasional (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012). 
6 Jayadi Yusuf Sukman, ‘KAJIAN HUKUM HAK ATAS TANAH TANPA SERTIFIKAT YANG DIDUDUKI 

SESEORANG MENURUT PASAL 1963 KUHPERDATA’, Lex Crimen, 4.2 (2017), 9–15. 
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Berdalsalrkaln uralialn dialtals, peneliti tertalrik dallalm penulisaln hukum ini untuk meneliti 

dengaln judul “Hak Kepemilikan Atas Tanah Berdasarkan Masa Daluwarsa Gugatan 

(STUDY KASUS PERKARA NOMOR : 151/Pdt.G/2023/Pn.Mlg)” 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana Proses Penyelesaian perkara Hak Kepemilikan Atas Tanah Berdasarkan 

Masa Daluwarsa Gugatan Pada Gugatan Nomor Registrasi Perkara 151/Pdt.G/2023/Pn 

Mlg? 

2. Balgalimalnalkalh Pertimbalngaln Halkim dallalm Menjaltuhkaln Putusaln terhaldalp Perkalra l 

Hak Kepemilikan Atas Tanah Berdasarkan Masa Daluwarsa Gugatan (Studi putusaln 

nomor 151/Pdt.G/2023/Pn.Mlg)? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Mengalcu paldal pokok permalsallalhaln yalng sudalh diualralikaln di altals, tujualn penelitialn 

peneliti aldallalh sebalgali berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian sengketa Perbuatan Melawan Hukum 

pada gugatan nomor perkara 151/Pdt.G/2023/Pn.Mlg 

 

2. Untuk Mengetahui Pertimbalngaln Halkim dallalm Menjaltuhkaln Putusa ln terhaldalp 

Perkalral Perbualtaln Melalwaln Hukum? (Studi putusaln nomor 151/Pdt.G/2023/Pn.Mlg). 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Berdalsalrkaln tujualn penelitialn dialtals, aldalpun penelitialn ini yalng dalpalt memberikaln 

malnfalalt secalral teoritis daln praktis 

1. Malnfalalt Teoritis : 

Penulisaln penelitialn ini dihalralpkaln dalpalt menalmbalh pemalhalmaln balgi peneliti daln 

pembalcal mengenali perbualtaln melalwaln hukum tentang hak kepemilikan atas tanah yang 

dalam masa daln memberikaln literaltur altalu referensi. 

2. Malnfalalt Pralktis : 

Halsil dalri penelitialn ini dihalralpkaln dalpalt digunalkaln sebalgali dalsalr pengetalhualn, 

alcualn, altalu informalsi untuk memalhalmi tentalng alkibalt dalri aldalnyal perbualtaln 

melalwaln hukum tentang senketa hak atas tanah daluawarsa 
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E. KEGUNAAN PENELITIAN 

Aldalpun Kegunalaln yalng kegunalaln kemudialn memberikaln  terhaldalp aldalnyal penilitialn 

ini : 

1. Balgi Penulis 

Penelitialn ini menjaldi dalsalr memperoleh gelalr Salrjalnal Hukum di Universitals 

Muhalmmaldiyalh. 

2. Balgi Malsyalralkalt 

Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih 

berhati-hati dalam memiliki suatu objek tanah agar memiliki bukti kepemilikan 

tanah. 

 

F. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Metode pendeketa ln yalng peneliti guna lkaln aldallalh metode yuridis empiris, 

pendekaltaln yuridis empiris aldallalh menelusuri hukum sebalgali polal sifalt yalng 

ditalmpalkkaln paldal peneralpaln peralturaln hukum, Pendekaltaln yuridis empiris ini 

dilalksalnalkaln dengaln calral mengumpulkaln informalsi – informalsi daltal primer yalng 

didalpaltkaln secalral lalngsung di lalpalngaln yalng ditujukaln kepaldal penerepaln hukum. 

Penelitian ini termasuk penelitian empiris karena termasuk ruang lingkup 

penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa  

Hak Kepemilikan Atas Tanah Berdasarkan Masa Daluwarsa Gugatan (Studi Kasus 

Nomor 151/Pdt.G/2023/Pn.Mlg). 

Sifat penelitian penulisan ini adalah deskriptif analistis, maksud dari 

penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang 

permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan “gambaran”, fakta yang 
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diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan 

dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut”.7 

2. Lokalsi Penelitialn  

1) Lokalsi Penelitialn ini bertempalt di lingkungaln Pengaldilaln Negeri Malang yalng 

berallalmalt di Jl.A. Yani No.198, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Mallalng, Jalwal 

Timur  

2) Kantor Asmojodipati Lawyers Kompleks Perdagangan Velodrome Kav 68, 

Jalan Danau Jonge No. 1 Madyopuro Kota Malang 

3. Jenis Sumber  

Jenis data yang peneliti gunakan untuk penelitian ini adalah primer dan data 

sekunder.   Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini. Bahan 

hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, yaitu berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang -  

Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 Tentang Pokok Agraria dan Yurispudensi. 

Buku, temuan penelitian, dan bahan yang memberikan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer seperti pendapat ahli hukum, doktrin, atau teori merupakan 

contoh bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder berkaitan erat dengan bahan 

hukum primer dan dapat membantu dalam analisis dan pemahaman bahan hukum 

primer. teori yang diperoleh dari temuan penelitian, jurnal hukum, dan literatur 

hukum. 

4. Teknik Pengumpulaln Daltal  

Keberhalsilaln penelitialn ini dikalrenalkaln lalngkalh - lalngkalhnyal yalng tepalt 

untuk menentukalnnyal, sehinggal dengaln kesialpaln yalng salngalt maltalng malkal 

penyusunaln teori daln pengallalmaln alkaln berdalmpalk paldal halsil pengumpulaln daltal 

lalpalngaln. Lalngkalh lalngkalh tersebut aldallalh : 

 
7 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). 
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a. Walwalncalral, walwalncalra aldallalh proses talnyal daln jalwalb secalral lisaln, dimalnal 

dallalm penelitialn ini peneliti melalkukaln walwalncalral kepaldal  pihalk yalng telalh 

ditentukaln yaitu kepada Advokat yang menangani perkara secara langsung.l.ggggjkjjjjj 

b. Observalsi, observalsi ini mengenali hall – hall yalng bersifalt penting dikalrenalkaln 

hall – hall tersebut perlu dialmalti lebih mendallalm untuk mendalpaltkaln sumber 

yalng lalinnyal, daln  

c. Studi Kepustalkalaln, dimalnal studi kepustalkalaln ini mempunyali hubungaln dengaln 

permalsallalhaln yalng peneliti teliti, malteri dalri kepustalkalaln tersebut aldallalh 

seperti literaltur – literaltur, Undalng – Undalng, daln lalin – lalin. 

5. Teknik Alnallisis Daltal  

Alnallisis daltal yalng dimalksud aldallalh sualtu calral yalng digunalkanl untuk mengalnallisal, 

mempelaljalri sertal mengolalh kelompok daltal tertentu, berhubungaln dengaln 

penelitialn ini malkal alnallisal daltal alkaln dilalkukaln calral mendeskripsikaln secalral tertulis 

yalng diperoleh dalri daltal – daltal yalng sudalh didalpaltkaln sertal mengalnallisal dengaln 

peralturaln perundalng – undalngaln malupun literaltur yalng lalinnyal sehingal penulisaln 

ini dalpalt menjaldi penjelalsaln yalng utuh altals penelitialn yalng telalh dilalksalnalkaln.  
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G. SISTEMATIKA PENULISAN 

 

Sehubungaln dengaln penulisaln Tugas Akhir ini Peneliti menggunalkaln sistem 

penulisaln sebalgali berikut : 

BAlB I   Paldal balb I ini peneliti memberikaln uralialn tentalng laltalr belalkalng, rumusaln 

malsallalh, tujualn peneltialn, malnfalalt penelitialn, kegunalaln penelitialn, metode 

penelitialn, daln sistemaltikal penulisaln hukum. 

Balb II  Paldal balb II ini peneliti memalpalrkaln tentalng Tinjalualn Pustalkal yalng berisi 

terkalit penjelalsaln mengenali pengertialn Hak, Hak Atas Tanah, Daluwarsa dan 

Perlindungan Hukum 

Balb III  Paldal balb III ini peneliti membalhals mengenali halsil penelitialn yalng berkalitaln 

perbualtaln melalwaln hukum tentang HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH 

BERDASARKAN MASA DALUWARSA GUGATAN, sertal mengetalhui 

pertimbalngaln halkim dallalm menjaltuhkaln putusaln terhaldalp perkalral perbualtaln 

melalwaln hukum dallalm kepemiliakan Tanah Berdasarkan Masa Daluwarsa. 

Balb IV   Paldal balb IV ini memalpalrkaln terkalit dengaln penutupaln dalri penulisaln yalng 

didallalmnyal terdiri dalri kesimpulaln daln salraln 

 


